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Peneiitian ini . dilatarbelakangi oleh

rneningkatnya jumlah orang yang dilayani dan

lembaga-letnbaga sosial meninglcat sebagai eletnen

yang membantu pelayanan publik, oleh karena itu
narymkat sipil dalam membantu pelayanan

pablik ak4n setnakin betperan dalam Kota

Fekanbaru Prctinsi Mau. Penelitian ini bertujuan

untuk menganatisis perun mz,tSril,sprt sipil dalem

menbanta pelayanan publik di desa, dan untuI<
i

tnenentakan hubungan antara oryenisasi

masyarakaf hekerja sama dengan kepala desa, serta

ie.:nbaga-Ienbaga scsial yang lebih

*,dowinai untuk bermatn dalam pelayanan publik,

netode penulisan yang digunakan adalah metocle

kualitetif melahti analisis deslaiptif, Ilasil

penelilian menu.niu!<Jcan bahwa masyarakat sipil 
.

netniliki peran clelam nembanta pelayanan publik

di bidang pelal,anan pemerintah, jasa konstruksi

dan lasa sosial. Lembaga masyarakat dalan peran

pJayanen publik sebagai motiuatot, komunikator

nediator stabilisatan aspirutor inspirasi,

. afuninistraton pencipta, antisipatii dan advokat.

Bentuk hubungan kerja antara lembaga-lembaga

sosial clengan kepala dalan publik;

hubungan konsultatif, koordinasi, ke.mitraan,

detibeilsasi, mediasi, . dan kontrol sosial.

FERAI\I LEMBAGA MASYARAKAT BANTUAN DI PEL{YANAI{ P{.JBIIK

PEKAI.TSARU CITY PROVINSI RI.AU

Oleh,

DR Rshyunir Rauf, M.Si

Rekomendasi f{S dihlsill<an dari penelitian ini
disarahkan kepada pemerintah kota pekanbaru

.J

untuk rnempeitahankan lembaga-tembaga sosial

dalatn membantu pelayanan publik . dan

meninglutkan pengembangan kelembagaan

masyarakal.

Kata kuncil Peran, Lembaga Soiial,layanan publik,

Kota, Pemerintah.

A. Latal Belaksng

Lemhaga sosiai adal ah lembagu 
:ru;n, 

dibentuk

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan desa-

desa mitra pemerintah clan desa-desa dalam

pelayanran publik "Pamudji. (1985, S4).

Menyatakan," Sebagai walikota aclministrator

mabyarcknt dapat 'membuat kepufusan dan

pengafi;ran pembentukan Lingkurryan dan Hlat
rNarga di wilayah yang membantu pemerintah,kota

rrntuk mewujudkan parfisipasi sosial warga.

selringga a.spirasi yang dapat ditampung dalam

kebijakan pemerintah kota berikutnya dapat

menghasilkan partisipasi sosial yang lebih besar.

Diharna PAAI, Wl menyatakary Lembaga-

lembaga publik dalam hal domain pemerintahan

(Negara, Swasta dan Masyarakai Sipil[

diklasifikasikan ke datlatn kelompok-kelompok

I'}a6;c 1.54
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. lantangga / Rukun Warga sangal dinamis dan

dap at diter apkan dalam kehidupan masyarakat' "

Tujuan pembentukan masyarakat sipil

untuk mqmbanhr keptala menyediakbn layanan

. pemerintahan dan pembanganan masyarakat'

Saparin (1986' 66) menyatakan; rMeskipun

' ' organisasi Neighborhood / Rukun Werga tidak

instansi pemerintah; tetapi -dalam batas-batws

tertentu wajib memberikan bantian kepada

pemerintair". Irmbaga sosial menurut Atmosudirdjo

(1982, 37\ dalam kegiatannya membantu

p€nnerintah, dengan sendirinya menjalankan fungsi

administratit. Dengan kerangka penelitian, yaitu

Gambar. 1. Kerangka

C.l'eori

Fungsi dasar' daii pemerintah ada\ah lay anan,

karcnaitu Pemerintah meriurut Widodo (200.1' 1);

..1

"Pelayanan kepada nrasyarakat. Dia tidak

dindakan untuk' mebya ni musy at akat. Pe,rye seran

paradigrna pemerintahan dan pemerintah afixan.

dalam tata pemerintahan yang balk. Pemerintah

dalam me l aksanakan pemerint ahan, pemb anglTna

dan pelayanan publik sesuili de.ngan pandigma

kekuasrian pemerintah lel2ih mengandalkan

regulasi. D alam pemerintah an',' pembangunart dan

pelayanai publik yang tidak sgmata-mdta

didasarkan pada pernerintah atau negara, tetapr

'melibatkan Masyarakat ". 
.

Jo Ann G. Ewalt (2001, 1O) berpen dapat,

"Pemerintahan mengidentifikasi ke.tergantungan

listrik yang terlibat dalam hubungan antar.lembaga

,yang terlibat dalam aksi kolektif. Organisasi

Lergantung pada satu sama lain untuk pencapaian

'tindakan . kolektif, dan dengan demikian harus

bertukar sumber dan bernegosiasi pemahaman

bersama tujuan ptogr am utama

Widodo (?001, 231 menyatakan; di pemerintahan

yang baik memberikan kesempatan bag

masyarakat untuk berpartisipasi sebagai blemen

yan| :

men{bantu pelayanan publik. ' Menurut

FrederickSon (1985, S4lbahwa; ,:.
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D. Hjstor{cal Society Instihrte

Undang-Undang Nomor gZ Tahun 2004

rnemberikan kesernpatan untuk rnembangun

lembaga-lembaga sosial, sebagai forum untuk

saling mernbantu dan saling rnembantu memenuhi

kebutuhan mereka. Kakabanclse clan Kalu (2009,

1I) menyatakan bahwr'

"Secara tradisional, 8a8 s n kewat'ganegataan

,coonnotes dua charactefisticls uilumu yang status

hule,tm (Rubbenstein; 2000), dan konsepsi normatif

keanggotaan sosial, kesetaraan substantif, dan

inklusi (Marshall 1950; Rrtbenstein 2OO0). Dari

catatan khusus adalah Eagasar. bahwa hak-hak

kervarganeg&ra'an nrelayani ti menyamakan

indi.ridu berkeuaan dengan status, sehingga

anabling merekn untnk berpdrtisipasi dalam

rnasyarakat, datr ntembangtin rasa tujuau umum

dan loyalitas kepada masyarakat (r\/iarshall, 1965).

Irlurcliolis (201i, 1,17, 148) menyatakan; dalam

Lrehidnpan pencitrcluk desa telah dikenal beberupa

lembaga for:nal )'ang dicl.irikan oleh penrerintah,

antara lain,

1. Politik kmhaga / adminioqtrasi dengan

, mernbetrtuk organisasi Lingkungan dan

Rnkun Warga.

Lembaga untirk kesejahteraa n keluarga.

lnmbaga Ekonomi

Institut pengelolaan air.

lnmhaga Keamanan.

inmbaga tingg;al dengan geral<an kelturga

berencana.

7. Kesehatan Institut Gerakan Kesehatan

Masyarakat.

L lnstitut muda.

Lembaga non-formal masyarakat membentuk diri

sangat banyak;

. 1. Institute kekerabatarr.

2.Lemhaga Sosial.

3.l,embaga

4. Olahraga Institute.

,5. seni danbudaya

6. lembaga rrad is i onal.

Lembaga masyarakat telah acla sejak waktu

Pemerintah militer Jepang padatahun 1943, seperti

yang dinyatakan Saparin (1986, 59-60), yaitu'

"sebagai Lingkungar, sosial organisasi dan Rukun

Warga, untnk Pemerintah Tentara Jepang pertama

kali diperkenalkan pada tahun 1949. Sebagar alat

politik, antata lain, sebagai sara;na komunikasi

. dengan masyarakat setempat Pemerintah

L'endudukan dalam rangka memenuhi kebutuhan

Pernerintah Pekerjaan dalam kaitannyr- dengan isn

menyerahkan kekuasaan untuk melala"rkan proyek

tertentu proyek-, menanam jenis produksi material,

untuk tujuan keamanan, distribusi rr''^akanan untuk

penduduk, dan sebagainya ".

Dengan berdirinya Iembaga asosiasi

lingkungan sebagai alat politik lebih memudahkan

pernerintah pendudukan memanfaatkan ban5v_

2

3.

4.

$.

6.

Page | 58
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Pelayanan publik menurut Wasistiono

(2003, 43); penyediaan jasa oleh pemerintah,

sekior swa.sta atas nama pemenntah atau swasta

untrli( ur1luln. dengan atau tanpa pentbiryarall guna

nremenul'ri kebutuhan rnesyarakat. Terkait dengan

konsep Pela'yanan Publik Sarundid,jang (ZO0S,

317) menyatakin; berkaitan tlengan kqnsep

pelayanan yrublik antam.masya rakal dan pela1,sjzy1

publik, berdasarkan pada hubutrgan yang .saling

mengunfurrgkan yang polayanan publik untuk

mengakomodasi kepentingan pemerintah dan'

rnempromo.sikan kepen tingan pubiik.

Pilirr institusi Warga aclalah "kumpulan

penduduk yang tingpl di sebnah asosiasi

iinglcrrngan di ciesa,,. Lembaga pemberdayaan

Kesejalrteraan Keluarga adalah; "I\4asyarakat sipil

sebagai rnitra clengan pemerin tah dan organisasi

rnasyarakat lainnya, berfungsi sebagai fasilitator,

perencena, pelaksarra, pengendali cian pengierak

program Pemberriayaan Keseiahteraan Kr:lu.arga,,.

Pemuda adalah "lernbaga sbsial yang rnerupakan

pcngembangan wadah anak muda yalig hrrnbuh

dan berkelnbang atas dasar kesadaran clan rasa

tanggung jawnb sosjal."

1. Tugas Institut Masyarakat dipelayanan lrublik

Berdasarlcan pasal T pet'afiuayr Daerah

Nornor i2 Tahun ZACZ Kota pekanbaru Sekitar

tuSas adalah; Membantu pelayanarr puLrlik,

nienciptakan clan' memelihara kelestal.ian

lirrgkurigan. Lemba.ga Lingkungalt d,alam perlrn

pelayanan publik sebagai; moiivator, maqyarakat

komtrnikator clan pemerintah, mecliator antara

masyarakat dan pemerir"rtah, aspirator masyarakai

dan stabilisator. Rukun Warga trigas ad,alah;

Membanfu pclayanan publik, pilar peran Warga

dalam pelayanan publik sebagai; Motivator,

pemerintalr komunikator dan masyarakat,

hubungan anlara Mediator masyarakat lurah,

masyarakat Aspirator, Siabilizer. kmbaga
Pemb,crdayaan Masyarakat adalah tugas;,,Rencana

pernbangunan, memobilisasi saiing membantu,

irernbangu*ran" l-emhaga Pemberdayaan

Masyarakat peian sebagai; Motivator,

pengernbangan. Inspirator, Mediator antara

masyarakat clan pemerintah, dan Aspirator.

l.cnbaga Keluarga tugas pemberdayaan

Kesejahtera an adalah;Bantuan Kerja Kesej ahteraan

Keluar ga Pemberdayaan Desa I y illage, Melakukan,

nasihat Pernlcerl,ayaan Keluarga Kesejahteraan

Dusun i iingkungan, mengembangkan potensi

masyarakat, meiaksanakan konseling keluarga,

penrbinaan terus, membuat lapcran, melakultan

tertib arlnrinistr.asi, dan konsu ltasi dengan Ketua

Dewan Pembina Kesejahtera4rr Keluarga

Pe.ntberday,aan Mobilisasi Tim l-enrbaga

Perrrberdayaan Kesejahtercan Keltrarga di perun

pelay.anan pubiik sebagai; Motivator, Rspirator,

Inspirator, Komu n ikat or ant ar a kepala masy ar akat,

Mediator anl ar a ntasyara ka t dan pemerin tah, Tugas

pemuda; "Menan.gani masalah anak muda, baik
preventrf, relrabiiitatit, potensi pengembahgan,,

Pemucla dalam perall p,elayanatr publik xbagai;
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3. Kewaiiban lnstitut Masyalakat di Pelayanan

Publik

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Dael'ah

Nomor l,lTahun ZQQZ Kata Pekanbaru, kewajiban

Sekitar; melakukan tugas-tugas dasar

Neighborhood, Kepuhrsan konsensus. Membuat

iaporan tertulis, Membina keliarmonisgn.

Kewajiban lingkungan dalani pelayanan prrblik;

Pelaksana kebijakan, Motivator, dan Mministrator.

Kewaj iban lingkungan untuk melaksana.kanl Tugas

utarna dari lrleighborhood, pertelnuan warga

Keputusan, Membuat laporan tertulis, Membina

keharmonisan Neighborhood. $elain Kervajiban,

Lirrgkungan masih dilarnbah dengan ketvajibarr

lain yang; Mengkoordinasikan kegiatan

Neighborhoocl itr.r, kegiatan ' Neighborhoorl

Fembinaan, Menyelesaikan perselisihan. antara

Neighborhood itu., membuat lapsnsn iertulis, dan

ac ra komrrnitas laporan. Pilar kewajiben Citizens

daiam 
. 
pelayanan publik; Pelaksana kebijakan,

Idotivator, laporan Administrator, Neighborhood

lembaga Koorclinaior, Mediator, dan sebagai

komunikator. .

. Kewajiban Lembaga pemberdayaan

Masyarakat, yaitu; Fraktek pancasila, melaksanakarr

UUD 1945 serta menjaga keutuhan Negara

Kesatuan- Republik .Indonesia, Membangun

Jiernitraan, Taatilah huhim, etirxa Menjaga

rnasyarakat, dan mernban.hr dalam pelayunan

publil'". Lernbaga. Pernberdayaan trztasyar alvrt dalrrm

kew4iilran pelnyana.ri publik sebagai; pplaksana

kebijakan, . stabiUzer, clan . Mecliator. Lembaga
I

kewajiban Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

yaitu; Menegakkan dan praktek pancasila,

melaksanakan UU Dasar 1945 serta menjaga

kesatuan Republik Indonsia, Membangun

kemitraan, Taatilah hukum,' etika Menjaga

masyarakat, Membantu dalam pelayanan publik,

Iembaga Pemberdayaan Masyarakat , dalam

kewajiban pelayanan publik sebagai, kebijakan

Pelaksana, stabilizer, dan sebagai Mediator a.

Kewajiban Pemuda, ynitu; Praktek pancasila,

nrelaksanakan , UU Dasar lg4l serta

mempertahankan Negara Kesatuan Republik

indoneSia, Nlembangun kemitraan, Taatilah

hukrim, etika Menjagh masyarakat, Mernbantu

dalatn oelayanan publik. Pemuda di public service

obligation sebagai; pelaksana ke.bijakan, stabilisator,

dan Mediator.

4. 'l'ugas lain lpmbaga Sosial Dalarn Pgla),unan

tublik

Lingkungan memiliki .tugas tambahan,

sepedi; Keberhasilan pemilu, keberhasilan Sensus

Penduduk, Peringatan HUT Republik Indonesia.

Tugas lain dar.i Rrikun Wargal Keberhasilan pemilu,.' 
:

keberhasilan Sensus Penduduh keberhasilan ulang':
tahun Republik Indonesia. Tugas tambahan bahwa

lnmb*ga Pemberdayaan . Masyarakat; Gofong

royor,tg, aspirasi menampung. Tugas tambahan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yaitu;

Keberlrasilan progfam Keluarga Miskin Cinta

Gerak4n, keberhasilan . progyam kehnrga

berencana. Pernu1la' 
.fugas tambahan yaityyl,_
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6. Hubungan Kontr:ol Sosial

Bentuk lain dari 'hubungan kerja

Iembaga-lembaga sosial deng,an kepala

bentuk kontrol sosial. Menurut Soekanro

219), bahwa,

G. Annlisis Peran Lembaga Sosiat dalam pelayanan

Publik

Peran 'Lingkungan di instansi pelayanan

publik adalah,

al Dari Side Neighborhood Organisasi Tugas

yaitu; Motivator, masyarakat komunikator,

mediator rnasyarakat, stabilizer, Aspirator,

forrnulator kebijakan.

b) Dari fungsi Organisasi Lingkungan; Populasi

adnrinistrator, Inspirator, stabilizer, Mediator

antara masyarakat dai. I pemerintah,
-Motivator

c) Dari kewajiban Organisasi Lingkungan;

Pelaksana kebiiakan, masyarakat Motivator,
. Adnrinistrator laporan,

Tetangga institusi dalam peran pelayanan.

publik sebaga\ Motivator, komunikator, Mediator

nnasyarakat, stabilizer, Aspirator, populasi

Administrator, Inspirator, pelaksana kebijakan,

lapor an administrat or, dan kebijakan formulator.

Rukun Warga dalam petan pelayanan publik

sebagai;

al Sebuah Pilar tugas lembaga Citi2ens,

bertindak sebagai; Motivator, komunikator,

Mediator ma.syar akat, masyarakat stabil izer, .

danAspirator.

Dalam hal fungsi Rukun Warga, bertindak

sebagai; Populasi administrator, Inspirator,

stabilizer, masyarakat Mediator dan

pemerintah, dan lvlotivator,

Kewajiban wargainstitusi Filar, Pilarllf drga. '2'-

bertindak sepagai; Pelaksana kebijah,an,

antara

dalam

(2001,

'Masyarakat sipil memiliki be-berapa :fungsi, yaitu,

a) Memberikan bimbingan kepada masyarakat,

bagaimana nrereka harus iberperilaku 
nrasalah

kehidupan wajah clalam masyarakat. b) Menjaga

keutuhan masyarakat c) Untuk memanclu

masyarakat, untuk mengadakan sistem kontrol

sosial (social control) u,

Bentr.rk hubungarr antara' masyarakat sipil

dalam pelayanan publik di Kota pekanbaru clalarn

bentu.k; Konsultatif 'Flubungarr, 
Hubungan

Koordinasi; Kemitraan Hubungan, Hubungan

musyawarah, hubungarr Mediasi, d,an hubungan

kontrol sosial. Penggunaan bentuk bukanlah

hubungan yang sama, implementasi ferlihat bentuk

dorninan dari hubungan adalah bentuk hubungan

konsultatif dan koordinatif. Sementara kemi traan,

musyawarah, mediasi, dan kurang kontrol sosial,

b)

c)

Pag'e l6a
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.Secai:a keseinruhan menyatal<ari; Irerr,baga

nlasyaraknt bertinriak sebagail Motivator,

kornurrikator, Iylediator, ' stai:itrizer, Aspirator,

Inspirator, poptr,lasi Adrninistrator, Kreator,

kenakalan antisipatif, pendukung sosial, pelaksana

ksfrijakan, Koordinator Linglarngan. dan

ri.clministrntor:.

Peran prasyarakat sipil dalam pelayanan

pulrlik, terlihat ada peran yanS dimiliki oleh

lembaga selurull masyarakat seperti; moiivator,

mediator, aspirator; inspirasi, pelaksana,

stabilisator, dan komunikator. Ada peran khusus

yanS dimiiilc lembaga tertettlu seperti;

Administrator ponulasi lingkungan saja dari Rukutr

Warga. Dan pera;n pencipta, antisipatif, dan

ad',rckat hanya dinriliki lembaga Pemucla.

Perbandingan Peran kmbaga Sosiztl di

I'elayanan ttrblik cli l(oia Pekanbaru.

t. Institut tugas warga negara, fungsi, dan

peran dalat'n kewajiban pelayanan pubiik,

dalarc bentuk mernbantu pelayanan publik,

jasa konstnrksi, dan jasa sosial.

instilute peran penting dalam pelayanan

publik sosieil, yaitu; Lingkungan memiliki

peran 35 (23,64ya), Rukun Warga 35 peran

(23,64yo), pgrain kmbaga Pemberdayaan

Mas1,414ftat . 22 (15,86%), 21 peran

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(14,18%), Pemuda 18 peran (12J6%).

Korrsep nrembantu p|layanan publik dalam

bentr,rk rc,asyarakat sipil; Motivator,

komunikatc.r, I4ediator, Inspirator,

Aspirator, Penduduk Administrator,

Adminiitrator, Pencipta, kenakalan

antisipatif, advokat, Koordinator

Linghirtgan, formulator kebijakan.

4,. lrubungan,kerja dengan kepala desa dari

masyarakat sipil dalarn pelayanan publik

dalam bentuk; Huburrgan konsultatif,

Koordinator, Kemitraan, Mediasi,

musyavrarah, dan kontrol sosial.

H. Penrrfirp

1:, Kesinrpulan

2. Seran

1.

2.

Disarankart kepada pemerintah kota'

Pekanbaru untuk menjaga l.embaga Sosial

dalam memb antu pelay a:nan publik.

Disarankan kepada Pemerintah ,unfuk

menjaga sinergi Kota Pekanbaru Yillage

dan lembaga*lembaga sosial dalarn

pelayanan publik.

Fage i 66
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